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ABSTRAK

Karena kaya dengan mineral, Indonesia menjadi tempat yang menarik
bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya. Sebagai pebisnis di bidang
pertambangan, investor memiliki kelebihan berupa modal dan keahlian. Agar menjadi
negara tujuan investasi, Indonesia haruslah tetap memiliki keunggulan, selain
ketersediaan sumber energi juga berupa kearifan para pembuat kebijakan untuk
menjaga kepentingan demi kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya mengelola suatu investasi bisnis yang padat modal, cara-
cara yang lazim digunakan oleh investor dalam pembiayaan proyek pertambangan
adalah dengan hutang dan atau dengan modal. Pilihan yang menarik adalah
maksimalisasi keuntungan yang akan diperoleh investor dengan berhutang kepada
pihak ketiga, baik yang memiliki hubungan istimewa maupun tidak, karena biaya
hutang merupakan unsur biaya yang boleh menjadi pengurang dari penghasilan yang
diperolehnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan
anti “Thin Capitalization” dalam perjanjian Kontrak Karya Pertambangan Umum
khususnya pada 7 (tujuh) perusahaan pertambangan dan apa yang menjadi kendala
dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan oleh Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat
Jendral Mineral,Batubara dan Panas Bumi serta untuk menganalisis perbedaan
kebijakan anti “thin capitalization” di beberapa negara. (1)Jenis penelitian yang
digunakan adalah adalah penelitian kualitatif. Pemilihan jenis ini didasarkan atas
pertimbangan bahwa dalam membahas suatu masalah pertama-tama akan
digambarkan secara rinci sumber dan penyebab permasalahan yang akan dianalisa.
Beberapa pertanyaan yang menjadi titik berat pembahasan penelitian ini adalah
Apakah ada pedoman umum dalam menentukan besarnya rasio hutang dengan modal
dari 7 (tujuh) perusahaan kontrak karya? (2)Apakah pelaksanaan pedoman rasio
hutang dengan modal oleh 7(tujuh) perusahaan telah sesuai dengan perjanjian
Kontrak Karya ?. (3)Bagaimanakah indikasi-indikasi terjadinya praktik “thin
capitalization” dari 7 (tujuh) perusahaan kontrak karya serta kendala-kendala yang
ditemukan dalam pelaksanaannya tersebut?, (4)Bagaimana pedoman kebijakan anti
“thin capitalization” di negara lain?.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dapat dilakukan melalui
pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif dengan tekhnik pengumpulan data berupa studi literatur
,pengolahan data sekunder, dan wawancara.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pedoman umum dalam
menentukan besarnya rasio hutang dengan modal telah dimiliki pada perjanjian
kontrak karya generasi 1V, V, VI, VII, VIII namun untuk kontrak karya generasi I, 11
[l belum diatur tentang rasio hutang dengan modal. (2) Dalam proses penelitian
ditemukan adanya pelanggaran rasio hutang dengan modal oleh perusahaan
pertambangan umum dengan kontrak karya sebagai praktik minimalisasi modal ( thin
capitalization). Objek penelitian yang melanggar adalah PT Galuh Cempaka dan juga
terdapat perusahaan yang memiliki rasio tidak wajar yaitu PT Indo Muro Kencana
selama tahun 2006 dan 2007. (3)Terdapat indikasi-indikasi yang dapat menjadi acuan
dari adanya praktik “Thin Capitalization” sebagai berikut : DER-Arms Length
Principle (DER yang wajar), interest non-bearing loan (pinjaman tanpa bunga), rate
interest by market (bunga pasar), fixed repayment (jadwal pembayaran tetap), loan
from related parties (Pinjaman dengan hubungan istimewa). Terdapat kendala-
kendala dalam implementasi kebijakan anti “thin capitalization” yaitu : (a)
pemahaman atas praktik “thin capitalization” yang belum matang, (b) Peraturan
pelaksanaan anti “thin capitalization”. (4)Panduan OECD, Amerika Serikat dan China
mengenai “thin capitalization” telah dilaksanakan dan dengan peraturan pelaksanaan
yang lebih jelas dan rinci mengenai aturan mainnya sehingga penerimaan pajak di
negara mereka dapat lebih maksimal.

Upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jendral Mineral, Batubara dan
Panas Bumi untuk mengatasi kendala-kendala adanya praktik “thin capitalization”
khususnya pada perusahaan pertambangan umum relatif masih kurang, sehingga
kasus-kasus penghindaran pajak masih terus dapat dilakukan oleh wajib pajak.
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